BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.131, 2023

KEMENKEU. Tindakan Keperdataan. Tindakan
Layanan Publik. Pengurusan Piutang Negara.
Petunjuk Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9/PMK.06/2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

TINDAKAN KEPERDATAAN DAN/ATAU TINDAKAN LAYANAN PUBLIK
DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Menimbang

Mengingat

OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang
Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik
dalam rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan
Piutang Negara;

1.

2.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang
Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6814);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara;

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
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Menetapkan

Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN  TINDAKAN KEPERDATAAN DAN/ATAU
TINDAKAN LAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PENGURUSAN
PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian
atau sebab apapun.

Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang
berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab
apapun.

Penjamin Utang adalah badan dan/atau orang yang
menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh utang
Penanggung Utang.

Pihak yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan
yang karena adanya perbuatan, hubungan hukum
dan/atau peristiwa hukum telah menerima pengalihan
atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang
dari Penanggung Utang/Penjamin Utang.

Tindakan Keperdataan adalah pembatasan hak dan
layanan oleh lembaga jasa keuangan terhadap
Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang
Memperoleh Hak.

Tindakan Layanan Publik adalah pembatasan hak dan
layanan oleh pemerintah selaku penyelenggara layanan
publik terhadap Penanggung Utang/Penjamin
Utang/Pihak yang Memperoleh Hak.

Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang
Memperoleh Hak yang selanjutnya disebut Daftar adalah
rincian identitas Penanggung Utang/Penjamin
Utang/Pihak yang Memperoleh Hak yang memenuhi
syarat dikenakan Tindakan Keperdataan dan/atau
Tindakan Layanan Publik.

Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya
disingkat @ PUPN adalah panitia yang  bersifat
interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN
cabang.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Keuangan Negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
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Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang
selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah Instansi
Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada kepala Kantor Wilayah.

Penyerah Piutang adalah instansi yang menyerahkan
pengurusan Piutang Negara kepada PUPN.

Surat Paksa yang selanjutnya disingkat SP adalah adalah
surat perintah yang diterbitkan PUPN kepada
Penanggung Utang untuk membayar sekaligus seluruh
utangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan.
Pernyataan Bersama adalah kesepakatan antara PUPN
dan penanggung Utang tentang jumlah utang yang wajib
dilunasi, cara penyelesaiannya, dan sanksi.

Pasal 2

Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik
dapat dilakukan terhadap Penanggung Utang/Penjamin
Utang/Pihak yang Memperoleh Hak, dengan ketentuan:

a.

b.

C.

jumlah sisa kewajiban paling sedikit Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah);

tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan
utang; dan

sudah diberitahukan SP.

Pasal 3

Tidak menunjukkan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b meliputi:

a.

(1)

(2)

tidak pernah membayar atau pernah membayar dalam
jumlah kurang dari 50% (lima puluh persen)
dibandingkan sisa kewajiban; dan/atau

menunda pembayaran yang telah disepakati dalam
Pernyataan Bersama atau dokumen lain yang memuat
kesepakatan pembayaran.

Pasal 4

Dalam melakukan Tindakan Keperdataan dan/atau

Tindakan Layanan Publik, PUPN cabang/Kantor

Pelayanan terlebih dahulu melakukan:

a. inventarisasi, klasifikasi dan pemetaan Berkas
Kasus Piutang Negara (BKPN) untuk memastikan
akurasi Daftar;

b. koordinasi dengan instansi pada kementerian
negara/lembaga/pemerintah  daerah/badan lain
selaku pemilik layanan keperdataan/layanan publik
untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Tindakan
Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik;
dan

c. pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak
terkait rencana Tindakan Keperdataan dan/atau
Tindakan Layanan Publik.

Surat pemberitahuan secara tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh
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(3)

(4)

(5)

kepala Kantor Pelayanan sesuai format yang tercantum
dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

PUPN cabang menyusun Daftar yang memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk
dilakukan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan
Layanan Publik.
Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit terdiri atas:
a. nama, jenis kelamin, alamat dan pekerjaan/jabatan

dari:

1. Penanggung Utang;

2. Penjamin Utang; dan/atau

3. Pihak yang Memperoleh Hak;
b. nama Kantor Pelayanan dan Penyerah Piutang;
c. nomor dan tanggal SP; dan
d. tanggal pemberitahuan SP.
Dalam hal Penanggung Utang merupakan badan
hukum/badan usaha/badan lainnya, maka disertakan
nama pihak yang bertanggung jawab disertai jabatannya
sesuai akta pendirian berikut perubahannya atau
dokumen lain yang sesuai untuk dikenakan Tindakan
Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik.
Berdasarkan penyusunan Daftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PUPN cabang mengajukan permohonan
Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan
Publik kepada kementerian negara/lembaga/pemerintah
daerah/badan lain yang berwenang melakukan Tindakan
Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik
Format Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

disampaikan dengan surat oleh PUPN cabang kepada:

a. instansi di lingkungan kementerian
negara/lembaga/ pemerintah daerah/badan lain
yang berwenang untuk melakukan Tindakan
Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik;
dan/atau

b. instansi di lingkungan kementerian
negara/lembaga/ pemerintah daerah/badan lain
yang berhubungan dengan pengangkatan jabatan
pada badan publik baik pada lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara baik tingkat pusat maupun daerah.

Surat sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh:

a. anggota atas nama ketua PUPN cabang, dalam hal
kepala Kantor Pelayanan menjabat anggota PUPN
cabang; atau
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b. ketua PUPN Cabang, dalam hal kepala Kantor
Pelayanan menjabat Ketua PUPN cabang.

Format surat PUPN cabang kepada instansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam
Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Format surat PUPN cabang kepada instansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam
Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dapat disampaikan secara elektronik.

Dalam hal telah terdapat aplikasi yang terintegrasi
dengan kementerian negara/lembaga/pemerintah
daerah/badan lain yang berwenang, PUPN dapat
menyampaikan Daftar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) melalui aplikasi tersebut.

Pasal 8
PUPN cabang menyampaikan surat permohonan
pencabutan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan
Layanan Publik kepada instansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dalam
hal Piutang Negara:
a. lunas;
b. selesai; atau
c. tidak lagi diurus oleh PUPN.
Format surat permohonan pencabutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Daftar yang telah disampaikan secara tertulis sesuai
ketentuan Pasal 6 atau Pasal 7 dapat dilakukan koreksi.
Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh PUPN Cabang dalam hal terdapat:
a. kesalahan Daftar;
b. putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap;
c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan; dan/atau
d. rekomendasi aparat pengawas internal pemerintah.
Koreksi yang dilakukan dalam hal terdapat kesalahan
Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan setelah terdapat kajian yang dilakukan oleh
Kantor Pelayanan dan disetujui oleh kepala Kantor
Wilayah.
PUPN cabang menyampaikan Daftar yang telah dilakukan
koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
surat kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.
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(5) Format surat penyampaian Daftar yang telah dilakukan
koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Dalam hal koreksi Daftar mengakibatkan Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak
tidak dapat dikenakan Tindakan Keperdataan dan/atau
Tindakan Layanan Publik, PUPN cabang menyampaikan
surat permohonan pencabutan Tindakan Keperdataan
dan/atau Tindakan Layanan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 kepada instansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau
huruf b.

Pasal 10
Pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan

Layanan Publik tidak menunda proses pengurusan Piutang
Negara oleh PUPN.

Pasal 11
Surat permohonan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan
Layanan Publik yang telah diterbitkan oleh PUPN cabang
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan sah
dan tetap berlaku.

Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 9/PMK.06/2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAKAN KEPERDATAAN
DAN/ATAU TINDAKAN LAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN
PIUTANG NEGARA

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PENANGGUNG
UTANG/PENJAMIN UTANG/PIHAK YANG MEMPEROLEH HAK TERKAIT
RENCANA TINDAKAN KEPERDATAAN DAN/ATAU TINDAKAN LAYANAN
PUBLIK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH......

KANTOR PELAYANAN.....
(nama, kota dan kode pos)
SITUS www kemenleu.go il

Nomor - f FYSS, f f— [tgl/bln thn)
Sifat :  Sangat Segera

Lampiran ; ... set

Hal : Pemberitahuan  Pelaksannan Tindakan Keperdataan

dan/atau Tindakan Layanan Publik

Yth. Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak

Schubungan dengan pengurusan Piutang Negara penyerahan darn ... (Penyerah

Futangj ......, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berilout:

1. Bahwa Saudam masih memiliki kewajiban kepada Negama vang belum diselesaikan
sebesar Rp ... baagicas rupiah) dan/atau (mata vang asing) —.......... | FEOSTIREIPIIw )
(behum termasuk Bisya Administrasi Pengurusan Piutang Negara);

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saudara akan dikenakan Tindakoan
Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia
Urusan Piutang Negara.

3. Untuk menghindari pelaksanaan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan
Publik diminta saudam melunasi kewajiban kepada Negara paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal surat ini diterbitkan.

Demikian kami sampaikan.

Kepala Kantor

Tembusan:

1. Ketun PUPN Pusat;

2. Kepala Kanwil DJKN .........;
3. ... (Penyerah Piutang ......
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B. FORMAT DAFTAR PENANGGUNG UTANG/PENJAMIN UTANG/PIHAK
YANG MEMPEROLEH HAK UNTUK DILAKUKAN TINDAKAN
KEPERDATAAN DAN/ATAU TINDAKAN LAYANAN PUBLIK

Lampiran Surat PUPN Cabang....
Nomor...... tanggal............

DAFTAR PENANGGUNG UTANG/PENJAMIN UTANG/PIHAK YANG
MEMPEROLEH HAK UNTUK DILAKUKAN TINDAKAN ......!l

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN

2022 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PUPN

NOMOR DAR
KAMA KPENL/ |TANGGGAL SURAT
No | Tanggal | LB | aramar | PEKERJAAN/ |oppvppan|” PAKSA DAN | KET-

Lahir s | WK JABATAN | pryTANG TANGGAL
PEMBERITAHUAN| |
] @ @ 4 (5) 16) i) 18]

N

a.n. Ketua Panitia,
Anggota PUPN Cabang......... 4
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Petunjuk pengisian Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak
yang Memperoleh Hak untuk Dilakukan Tindakan Keperdataan dan/atau
Tindakan Layanan Publik:

1. Agar dituliskan detail tindakan yang dimohon secara spesifik dengan
mengacu pada Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1) PP 28 Tahun 2022.

2. Dalam hal yang dikenakan tindakan adalah Penanggung Utang
berupa badan hukum/badan usaha agar dituliskan nama badan
hukum/badan usaha dan akta pendirian atau dokumen pendukung
lain. Bisa juga yang dikenakan tindakan adalah badan
hukum/badan usaha beserta pribadi penanggung jawabnya (lihat
Pasal 4 ayat (1) PP 28 Tahun 2022). Daftar agar dibuat secara teliti
dan saksama dengan mitigasi risiko secukupnya.

3. Agar diisi dengan keterangan pendukung, misalnya: foto, nomor KTP,
nomor paspor, nomor KITAS, dan/atau keterangan lainnya.

4. Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:
Ketua PUPN Cabang .....

Dalam hal terdapat ketentuan yang merubah format tanda tangan
PUPN cabang, maka mengikuti ketentuan terbaru.
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C. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR PENANGGUNG
UTANG/PENJAMIN UTANG/PIHAK YANG MEMPEROLEH HAK UNTUK
DILAKUKAN TINDAKAN KEPERDATAAN DAN/ATAU TINDAKAN LAYANAN

PUBLIK
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
SITUS s knmenkou g id
Nomaor (tgl/bin/thn)
Sifat
Lampiran @ ... set
Hal : Penyampaian Daftar Penanggung Utang/Penjamin
Utang/Pihak yang Memperoleh Hak untuk Dilakukan
Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan
Publik
Yth. Pimpinan /Kepala Kantor/Kepala Dinas/Direltur/ Direktur Jenderal/ 2
......... (alamat) .........cevnee
Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negam
Cabang...... yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPKNL ........ penyerahan dari ...
(instansi Penyerah Piutang) ..., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak
sebagaimana tersebut dalam lsmpiran, masih memiliki kewajiban kepada Negara
serta shi syarat dib | Tindal Keperdataan /Tindakan Layanan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022
tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piatang Negara.

b. Schubungan dengan angka 1 diatas, dengan ini kami sampaikan daftar Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihnk yang Memperoleh Hak untuk dilakukan Tindakan
Keperdataan /Tindakan Layanan Publik berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitin Urusan
Piutang Negara.

c. Sesun: Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemernntah Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Pengurusan Piutang Negara oleh Panitin Urusan Puutang Negara, dimohon kepada
Saudara untuk melakukan Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan
Publik berupa...... * sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami ik atas perhatinn Saudara kami ucapkan terima kasih,

a.n. Ketua Panitia,
Anggota PUPN Cabang.......... 4

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;

2. Ketua PUPN Pusat;

3. Kepala Kanwil DJKN .......
4. ...\Penyerah Prutang)...
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Petunjuk  pengisian Surat Penyampaian Daftar Penanggung
Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak untuk Dilakukan
Tindakan Keperdataan dan/atau Tinakan Layanan Publik:

1. Agar dipilih “Tindakan Keperdataan”, “Tindakan Layanan Publik,
atau “Tindakan Keperdataan dan Tindakan Layanan Publik.”
Referensi sesuai Pasal 51 PP 28 Tahun 2022;

2. Agar ditulis nama pimpinan instansi yang memiliki kewenangan.
Misalnya: Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..., Kepala Kantor Bea Cukai ...., Direktur Lelang, Direktur Jenderal
Anggaran, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa
Pemerintah, Gubernur/Bupati/Wali Kota ...., Kepala Dinas, Kepala
Polres ...., Pimpinan Bank Mandiri Cabang .... dst;

3. Agar dituliskan detail Tindakan yang dimohon.

Misalnya berupa:

a. tidak diberikan layanan dalam membuka rekening tabungan,
deposito dan giro;

b. tidak diberikan layanan dalam memperoleh kredit;

c. tidak diberikan layanan dalam melakukan transaksi efek;

d. tidak diberikan perizinan dalam usaha pertambangan;

e. tidak diberikan layanan penerbitan, perpanjangan atau

perubahan data paspor;
f. tidak diberikan layanan di bidang keagrariaan dan tata ruang
berupa pendaftaran/peralihan hak tanggungan .... dst.
Uraian Tindakan Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik
dapat lebih rinci/detail sesuai nomenklatur layanan sepanjang masih
dalam lingkup Pasal 51 PP 22 Tahun 2022.
4. Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:
Ketua PUPN Cabang .....
Dalam hal terdapat ketentuan yang merubah format tanda tangan
PUPN cabang, maka mengikuti ketentuan terbaru.
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D. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR PENANGGUNG
UTANG/PENJAMIN UTANG/PIHAK YANG MEMPEROLEH HAK YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PENGANGKATAN JABATAN PADA BADAN

PUBLIK
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
fnama, kota dan kode pos)
Nomor {tgl/bin/thn)
Sifat
Lampiran :
Hal : Penyampaian Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang yang

Berhubungan dengan Pengangkatan Jabatan pada Badan Publik
untuk Dikenakan Tindakan Keperdataan

Yth Pimpinan/Kepala Kantor/Kepala Dinas/Direktur/Direktur Jenderal/Ketua KPU/Ketua
KPUD /Gubernur/Bupati /Walikota !/

Sehubungan dengan pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Cabang ...... yang penyelenggaraannya dilaksanakan cleh KPKNL ... penyerahan dan ...
(instansi Penyerah Piutang) ..., dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak sebagaimana
tersebut dalam lampiran, masih memilild kewajiban kepada Negam serta memenuhi syarat
dikenakan tindakan keperdatasn yang berhubungan pengangkatan jabatan pada badan
publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Pemturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2022 tentang Pengurusan Plutang Negara oleh Panitin Urusan Piutang Negara.

b. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1} Peratuman Pemerintah Nomor 28 Tabhun 2022 tentang
Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dengan ini kami sampaikan
daftar Penanggung Utang/Penjamun Utang/Pihak yang Memperoleh Hak yang periu
dilakukan tindakon keperdataan yang berhubungan dengan pengangkatan jabatan pada
badan publik.

c. Sesuai Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan
Piutang Negara oleh Panitin Urusan Pmtang Negara, dimohon kepada Saudara untuk
mempertimbangkan dafiar Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak
untuk dinyatakan tidak 1hi syarat dal setinp seleksi pengangkatan jabatan pada
badan publik berupa ...... % sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. Ketua Panitia,
Anggota PUPN Cabang.......... L

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketus PUPN Pusat;
3. Kepala Kanwil DJKN. ..
4. ..(Penyerah Patang...
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Petunjuk pengisian Surat Penyampaian Daftar Penanggung Utang/Penjamin
Utang/Pihak yang Memperoleh Hak yang Berhubungan dengan
Pengangkatan Jabatan pada Badan Publik:

1. Agar ditulis nama pimpinan instansi yang memiliki kewenangan.
Misalnya: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua KPUD ....,
Gubernur/Bupati/Wali Kota ...., Kepala Dinas ..., dst.

2. Agar dituliskan detail Tindakan yang dimohon secara spesifik dengan
mengacu pada Pasal 52 ayat (1) PP 28 Tahun 2022.

Misalnya berupa:

a, pemilihan Kepala Desa ....,

b. pemilihan bakal calon Wali Kota ...... s

c. seleksi penerimaan dewan pengawas .... dst.

Uraian tindakan keperdataan dapat lebih rinci/detail sesuai
nomenklatur/nama jabatan sepanjang masih dalam lingkup Pasal 52
PP 22 Tahun 2022,

3. Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:
Ketua PUPN Cabang ..........

Dalam hal terdapat ketentuan yang merubah format tanda tangan
PUPN cabang, maka mengikuti ketentuan terbaru.
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E.

-14-

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN TINDAKAN
KEPERDATAAN DAN/ATAU TINDAKAN LAYANAN PUBLIK

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

CABANG: .. L.
Jalan creerses-- (nama, kota dan kode pos)
Telepon............ Faksimile cevaeeeeee SITUS www kemenloru go.id
Nomor . B- JPUPNC....[........ {tgl/bin/thn)
Sifat :  Sangat Segern
Lampiran @ ... set
Hal ¢ Permohonan Pencabutan Tindakan Keperdataan

dan/atau Tindakan Layanan Publik *

Yth. Pimpinan/Kepala Kantor/Kepala Dinas/ Direktur/Direktur Jenderal/
Ketua KPU/Ketua KPUD/Gubernur/Bupati /Walikota &

Schubungan dengan pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negam
Cabang ...... yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh KPKNL ... atas nama ...
(Penanggung Utang/ Peryamin Utang) .... penyerahan dari ... (instansi Penyerah Plutang) ...,
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a.  Bahwn Penanggung Utang/Penjamin Utang tersebut diatas telah dilakukan Tindakan

Keperdataan dan/atau Tindakan Layanan Publik berupa ...... * sesuai surat PUPN Cabang

.... tanggal . berikut Daftar/Lampirannya.

b, Berdasarkan ... % kam: mohon agar Tindakan Keperdataan/Tindakan Lavanan Publik
atas nama Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak yang Memperoleh Hak sebagaimana

Daftar terlampir dibatalkan/dicabut

Demikian kami sampaikan, atas perhation Saudara kami ucapkan terima kasih

a.n. Ketua Panitia,
Anggota PUPN Cabang.......... 3

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;

2, Ketua PUPN Pusat;

3. Kepala Kanwil DJKN.........
4. e fPenyerch Putang)....
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Petunjuk pengisian Surat Permohonan Pencabutan Tindakan Keperdataan
dan /atau Tindakan Layanan Publik:

1. Agar dipilih “Tindakan Keperdataan”, “Tindakan Layanan Publik”,
atau “Tindakan Keperdataan dan Tindakan Layanan Publik.”
Referensi sesuai Pasal 51 dan 52 PP 28 Tahun 2022;

2. Agar ditulis nama pimpinan instansi yang memiliki kewenangan.
Misalnya: Kepala kantor Pelayanan Pajak ....... , Direktur Jenderal
........ , Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua KPUD....,
Gubernur/Bupati/Wali Kota...., Kepala Dinas..., dst.

3. Agar dituliskan detail Tindakan yang dimohon pencabutan secara
spesifik dengan mengacu pada Pasal 51 dan 52 PP 28 Tahun 2022.

Misalnya berupa:

a. tidak diberikan layanan dalam membuka rekening tabungan,
deposito dan giro;

b. tidak diberikan layanan dalam memperoleh kredit;

c. tidak diberikan layanan dalam melakukan transaksi efek;

d. tidak diberikan perizinan dalam usaha pertambangan;

e. tidak diberikan layanan penerbitan, perpanjangan atau

perubahan data paspor;
tidak diberikan layanan di bidang keagrariaan dan tata ruang
berupa pendaftaran/peralihan hak tanggungan.
g. pemilihan Kepala Desa....;
h. pemilihan bakal calon Wali Kota ......
i, dst
4. Tuliskan alasan dilakukan pencabutan, misalnya: Lunas, Selesai,
Tidak Lagi Diurus oleh PUPN (dikembalikan), hal lain sesuai
ketentuan.
5. Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:
Ketua PUPN Cabang .....
Dalam hal terdapat ketentuan yang merubah format tanda tangan
PUPN cabang, maka mengikuti ketentuan terbaru.

™
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F. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR YANG TELAH DILAKUKAN

KOREKSI
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
PR TSR PP (nama, kota dan kode pos)
Telepon....oeeoee Faksimile................... SITUS gww krmenleu go id

Nomor ¢ 8- JPUPNC....[........ (tgl/bin/thn)
Sifat :  Sangat Segera
Lampiran 1
Hal ¢ Koreksi Daftar Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak

vang Memperoleh Hak yang Dilakukan Tindakan
Keperdataan dan/atan Tindakan Layanan Publik !

Yth. Pimpinan/Kepala Kantor/Xepala Dinas/Direktur/Direktur Jenderal / Ketua KPU/Ketua
KPUD/Gubernur/ Bupati/ Walikota 3

Menunjuk Surat PUPN Cabang Namor .......... Tanggal .... dengan ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:
a.  Bahwa Piutang Negara atas nama ... (Penanggung Utang/ Penjamin Utang) .... penyerahan

darl o linstansi  Penyerah  Piutang) ... telah  dilakukan Tindakan
Keperdataan /Tindakan Layanan Publik berupa .Y,
b. Berdasarkan ... Yl kami mohon bantuan Saudara untuk dapat melakukan koreksi/

perbaikan Daftar pelaksanasan Tindakan Keperdataan/Tindakan Layanan Publik menjadi
atas nama Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pithak yang Memperoleh Hak sebagaimana
daftar terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatinn Soudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Panitia,
Anggota PUPN Cabang,......... 5

Tembusan:

1. Menten Keuangan,

2 Ketuna PUPN Pusat;

3. Kepala Kanwil DJKN.........
4.  ..(\Penyerch Piutang)....
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Petunjuk pengisian Surat Penyampaian Daftar yang Telah Dilakukan
Koreksi:

1. Agar dipilih “Tindakan Keperdataan”, “Tindakan Layanan Publik”,
atau “Tindakan Keperdataan dan Tindakan Layanan Publik.”
Referensi sesuai Pasal 51 dan 52 PP 28 Tahun 2022;

2. Agar ditulis nama pimpinan instansi yang memiliki kewenangan.
Misalnya: Kepala kantor Pelayanan Pajak ....... , Direktur Jenderal
........ , Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua KPUD....,
Gubernur/Bupati/Wali Kota...., Kepala Dinas..., dst.

3. Agar dituliskan detail Tindakan yang dimohon secara spesifik dengan
mengacu pada Pasal 51 dan 52 PP 28 Tahun 2022.

Misalnya berupa:

a. tidak diberikan layanan dalam membuka rekening tabungan,
deposito dan giro;

b. tidak diberikan layanan dalam memperoleh kredit;

c. tidak diberikan layanan dalam melakukan transaksi efek;

d. tidak diberikan perizinan dalam usaha pertambangan;

e. tidak diberikan layanan penerbitan, perpanjangan atau

perubahan data paspor;
tidak diberikan layanan di bidang keagrariaan dan tata ruang
berupa pendaftaran/peralihan hak tanggungan.
g. pemilihan Kepala Desa....;
h. pemilihan bakal calon Wali Kota ......
i. dst
4. Tuliskan alasan dilakukan koreksi, misalnya: terdapat kesalahan
Daftar, penetapan Hakim, rekomendasi BPK, hal lain sesuai
ketentuan.
5. Dalam hal Kepala KPKNL menjabat Ketua PUPN formatnya adalah:
Ketua PUPN Cabang .....
Dalam hal terdapat ketentuan yang merubah format tanda tangan
PUPN cabang, maka mengikuti ketentuan terbaru.

™

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
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